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ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari 

hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil 

presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana 

terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan 

ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden 

dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait 

dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe 

penelitian hukum normatife yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. 

Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil 

Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden 

merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut 

melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan 

Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan 

UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran 

yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum dalam KUHP agar 

pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberikan sanksi yang 

sesuai dengan hukum saat ini dan mempertegas tentang kasus penghinaan 

terhadap Presiden untuk dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus 

terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan adanya aturan yang dibuat kembali 

dalam pembaharuan hukum saat ini agar dimasa yang akan datang dapat diberikan 

dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan 

supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum 

yang kuat dan pasti.  

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakilnya, Kebijakan 

Hukum  Pidana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


